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Perjanjian KERJA SAMA
antara

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

Dengan

PT ALKALINDO IRAWAN ABADI 

tentang

PENYALURAN AIR CURAH

Nomor  :  BA.A/          /PDAM/2024


Nomor  :  …………

Pada hari ini,Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat (29-10-2024), bertempat di kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya JI. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No 02 Surabaya, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

ARI BIMO SAKTI, S.Kom., Selaku Manajer Senior Komersial dan Hubungan Pelanggan  berdasarkan Surat Kuasa Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 180/II/PDAM/2024  tanggal 28 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya,  selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
FRAN IRAWAN, selaku Direktur PT. Alkalindo Irawan Abadi berdasarkan Akta Notaris Robby Kurniawan, S.H Notaris di Surabaya, dengan Nomor Akta 04 tanggal 17 September 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Alkalindo Irawan Abadi, berkedudukan di Jl. Kedinding Tengah II No 16 Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku Manajer Senior Komersial dan Hubungan Pelanggan Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum di Kota Surabaya.

bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku direktur pengelola Komplek Pergudangan FIRA yang berlamat di Jl. Nambangan 173-175 Blok A-31 yang dimohonkan penyaluran air curah dari PIHAK PERTAMA;

bahwa PIHAK PERTAMA setuju menyalurkan air hasil produksi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju membeli air hasil produksi PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kesepakatan bersama. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penyaluran air Curah, yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan : 

Air adalah air yang diproduksi oleh PIHAK PERTAMA dengan kualitas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meter air adalah alat pengukur volume yang akan dipergunakan untuk mengukur kuantitas air yang menjadi obyek Perjanjian ini;

Bulan adalah kurun waktu yang dimulai pada jam 00.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) tanggal 1 (satu) hari kalender dari suatu bulan kalender dan berakhir pada jam 24.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada hari kalender terakhir dari suatu bulan kalender;

Hari Kalender adalah kurun waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dalam suatu hari terhitung sejak jam 00.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan berakhir pada jam 24.00 WIB (Waktu Indonesia Barat);

Fasilitas PIHAK PERTAMA adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini guna memenuhi kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

Fasilitas PIHAK KEDUA adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini guna memenuhi hak-hak PIHAK KEDUA  dari PIHAK PERTAMA;

Kerusakan meter air adalah tidak berfungsinya meter air sehingga kuantitas air yang disalurkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi tidak terbaca dan tidak terukur atau tidak dapat ditentukan secara pasti; 

Shutdown adalah suatu keadaan dimana sebagian dari sarana atau peralatan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA mengalami gangguan, kerusakan, tidak dapat dioperasikan atau memerlukan penggantian, pemeliharaan, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Titik Ukur adalah titik atau lokasi yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai lokasi pemasangan meter air dan menjadi dasar perhitungan serah terima air yang menjadi obyek Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

OBYEK

Pasal 2

 Obyek Perjanjian ini adalah penyaluran air hasil produksi PIHAK PERTAMA kepada  PIHAK KEDUA dengan kualitas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-udangan yang berlaku dengan jumlah volume atau kuantitas yang ditentukan dalam Perjanjian ini

Lingkup Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah pemasokan dan/atau penyaluran air curah kepada PIHAK KEDUA dari Instalasi Pengolahan Air milik PIHAK PERTAMA sampai dengan jaringan perpipaan PIHAK KEDUA  di lokasi Nambangan 173-175 Blok A-31 Surabaya.
Pasal 3

  PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya sewa meter air setiap bulan.

  PIHAK PERTAMA tidak mengenakan biaya penggantian meter air, kecuali :

atas permintaan PIHAK KEDUA dengan ketentuan pemakaian meter air kurang dari 5 tahun;

atas permintaan PIHAK KEDUA mengubah ukuran Meter;

kerusakan meter air yang disebabkan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

  Apabila terjadi kerusakan meter air yang sudah dipasang di area PIHAK KEDUA, maka PIHAK yang mengetahui wajib memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada PIHAK lainnya.

  Apabila terjadi penggantian meter air, maka meter air yang baru sebelum dipasang wajib ditera oleh pihak yang berwenang untuk hal tersebut dan dipasang oleh PIHAK PERTAMA.

  Pemasangan meter baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib disaksikan oleh PIHAK KEDUA atau wakilnya yang sah.

Pasal 5

  PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan air kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam Perjanjian ini, kecuali jika terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada Keadaan Kahar, Shutdown atau adanya program pekerjaan pemeliharaan peralatan yang berhubungan dengan penyaluran air yang telah atau tidak direncanakan terlebih dahulu.

 PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi yang tepat kepada PIHAK KEDUA tentang :

struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan 

kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan. 

Pasal 6

 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kuantitas dan kualitas air, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

 PIHAK KEDUA berkewajiban membayar harga air sesuai dengan tarif, jumlah/kuantitas, dan kualitas air yang telah diterima dan disepakati oleh PIHAK KEDUA.

  PIHAK KEDUA berkewajiban menyerap air yang disalurkan oleh PIHAK KEDUA dengan minimum pemakaian (minimum charge/take or pay) sebesar 150 m3 (seratus lima puluh meter kubik)  setiap bulan.

 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi yang tepat dari PIHAK PERTAMA tentang :

struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan 

kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi penghentian sementara penyaluran air yang disebabkan untuk keperluan pemeliharaan sarana salah satu PIHAK, maka diatur sebagai berikut :

untuk setiap rencana Shutdown, maka PIHAK yang akan mengadakan kegiatan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya, termasuk tentang jangka waktu yang diperlukan;

untuk setiap kejadian penghentian secara mendadak atau yang tidak direncanakan, PIHAK yang mengadakan kegiatan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu secepatnya.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan lahan dengan luas yang cukup untuk lokasi penempatan fasilitas PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan aktivitas di lahan yang telah disiapkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PARA PIHAK menyepakati bahwa fasilitas PIHAK KEDUA hanya akan digunakan untuk keperluan penyaluran air dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas PIHAK KEDUA akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Sarana penunjang yang harus dibangun oleh PIHAK KEDUA berupa tandon air dengan kapasitas 10 m³ dan jaringan perpipaan sistem distribusi setelah meter induk PIHAK PERTAMA.
Biaya pembangunan sarana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA.
jangka waktu

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang, sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
Pihak yang akan memperpanjang jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berkewajiban memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum efektif berlakunya tanggal perpanjangan jangka waktu.
CARA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN meter air

Pasal 10

 Untuk menentukan jumlah pemakaian air yang telah disalurkan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulan berjalan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama secara rutin mengadakan pengecekan angka/pengukuran volume (kubikasi) yang tertera pada meter air PIHAK PERTAMA 

 Pencatatan jumlah pemakaian air pada meter air dilakukan antara tanggal 15 (lima belas)  sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) di bulan berjalan.

Pasal 11

Apabila terjadi kerusakan meter air sehingga tidak dapat diketahui jumlah pemakaian air yang disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK setuju pemakaian air akan dihitung berdasarkan perhitungan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir serta PARA PIHAK sepakat segera mengganti dengan meter air yang telah ditera sebelumnya.

TARIF PENYALURAN air
Pasal 12

 Tarif penyaluran air dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah)/m3 dengan minimum pemakaian (minimum charge/take or pay) sebesar 150 (seratus lima puluh meter kubik) m3  setiap bulan.

 Tarif penyaluran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mendasarkan pada indikator-indikator antara lain kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, inflasi tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kenaikan bahan-bahan pengolahan air lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
TATA CARA Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran tarif penyaluran air oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan setiap bulan berdasarkan Dokumen Tagihan Pemakaian Air;
Batas akhir pembayaran tagihan pemakaian air adalah sampai akhir bulan tagihan rekening berjalan sesuai dengan periode;
Seluruh pembayaran sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melakukan transfer pembayaran  

Segala biaya yang timbul untuk pembayaran tagihan dari PIHAK PERTAMA menjadi beban PIHAK KEDUA.

RISiko dan Tanggung Jawab

Pasal 14
Apabila di kemudian hari PIHAK PERTAMA perlu mengadakan perubahan peruntukan fasilitas PIHAK PERTAMA dan/atau perubahan-perubahan yang mengakibatkan perubahan pada fasilitas PIHAK KEDUA yang berada di area PIHAK PERTAMA, maka risiko dan tanggung jawab akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

larangan DAN SANKSI

Pasal 15
PIHAK KEDUA dilarang untuk membuka segel, mengubah, memindahkan, mengganti meter air dan modifikasi apapun pada fasilitas PIHAK PERTAMA tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA melanggarnya, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima penghentian penyaluran air dan pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 16
PIHAK KEDUA dilarang melakukan keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Perjanjian ini, apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo PIHAK KEDUA belum melaksanakan pembayaran, maka PIHAK PERTAMA akan mengirimkan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 15% (lima belas persen) dari total tagihan.

Apabila PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran tagihan selama 2 (dua) bulan berturut turut, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan aliran air yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemutusan.

Penyaluran kembali aliran air yang dihentikan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan apabila semua pembayaran penggantian biaya pemakaian air telah dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 17
PIHAK PERTAMA dilarang mengurangi penyaluran air, sebagaimana kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, kecuali atas alasan sah yang bisa diterima oleh PIHAK KEDUA.

ETIKA BISNIS

Pasal 18
PARA PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) 
Masing-masing PIHAK tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat merugikan PIHAK lainnya.

(3) 
PARA PIHAK tidak boleh memberi atau menjanjikan sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang atau fasilitas lainnya kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) 
Masing-masing PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

KEADAAN KAHAR

Pasal 19
Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan PARA PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan PARA PIHAK, sabotase, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan perjanjian ini.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak terkena keadaan kahar selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau setelah diterbitkan pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang terjadinya kahar disertai bukti-bukti yang sah.

Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi oleh pihak yang terkena keadaan kahar, maka pihak yang tidak terkena kedaan kahar menganggap tidak terjadi keadaan kahar.

Pihak yang tidak terkena keadaan kahar wajib menanggapi pemberitahuan keadaan kahar dari pihak yang terkena keadaan kahar, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan keadaan kahar.

Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dipenuhi oleh pihak yang tidak terkena keadaan kahar, maka kedaan kahar dianggap benar.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
PAJAK DAN BEA METERAI

Pasal 20
Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bea meterai yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK
korespondensi

Pasal 21
Seluruh komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan ditujukan atau dikirimkan secara langsung kepada alamat berikut :
PIHAK PERTAMA
PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 2,

Surabaya – 60131, Jawa Timur

Telepon
:
(031) 5039372;

Fax

:
(031) 5030100;

Email

:           hubungan.pelanggan@pdam-sby.go.id
U.p.

:
Manager Hubungan Pelanggan

PIHAK KEDUA

PT ALKALINDO IRAWAN ABADI

Jl. Kedinding Tengah II No 16 Surabaya
Telepon / HP
:(031) 3714362

Apabila ada perubahan alamat dari salah satu PIHAK, maka harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain.

Seluruh komunikasi yang dilakukan secara tertulis melalui surat dianggap sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan penerimaan, untuk komunikasi melalui fax dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal transmisi.
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 22
Perjanjian ini putus, karena :

kesepakatan antara PARA PIHAK;
keputusan sepihak dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, karena salah satu pihak melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian ini;

Apabila terjadi pemutusan perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

penyelesaian perselisihan

Pasal 23
Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Apabila cara penyelesaian, sebagaimana diaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, beralamat di Gedung Wahana Grha, Jalan Mampang Prapatan nomor 2, Jakarta Selatan.

lain-lain

Pasal 24
Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam suatu Adendum/Amendemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

	PIHAK KEDUA

FRANS IRAWAN


	PIHAK PERTAMA
ARI BIMO SAKTI, S.Kom.,

NIP 1.05.01322
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